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ABSTRAK

KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN DI DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO
KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014, DISUSUN OLEH RIKARDUS NAGO DAKO,
2018111039

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban Kepala Desa dalam
menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo,
Kabupaten Nagekeo, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa,
perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat,
sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan
telah dilaksanakan melalui mekanisme mediasi dan musyawarah mufakat yang
melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor
penghambat, antara lain keterbatasan pengetahuan hukum Kepala Desa, tekanan
sosial dan kekerabatan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan
sarana dan prasarana, serta adanya intervensi eksternal. Kesimpulannya, kewajiban
Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan merupakan amanat undang-undang
sekaligus kebutuhan nyata masyarakat desa. Untuk meningkatkan efektivitas
penyelesaian perselisihan, diperlukan peningkatan kapasitas Kepala Desa,
penyediaan sarana yang memadai, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kepala Desa, Perselisihan, Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang
Desa.



ABSTRACT

"THE OBLIGATION OF THE VILLAGE HEAD IN RESOLVING
DISPUTES IN KOTAGANA VILLAGE, MAUPONGGO DISTRICT,
NAGEKEO REGENCY, IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 3 OF
2024 CONCERNING THE AMENDMENT TO LAW NUMBER 6 OF 2014
ON VILLAGES, PREPARED BY RIKARDUS NAGO DAKO, 2018111039."

This research aims to analyze the obligations of the Village Head in resolving
community disputes in Kotagana Village, Mauponggo District, Nagekeo Regency,
based on Law Number 3 of 2024 concerning Amendments to Law Number 6 of
2014 on Villages. The research method used is empirical legal research with a
socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with the
Village Head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), and
community leaders, while secondary data were collected through library research.
The results show that the Village Head fulfills his obligation to resolve disputes
through mediation and consensus-based deliberation involving customary leaders
and the community. However, several inhibiting factors were identified, including
limited legal knowledge of the Village Head, social and kinship pressures, low
community legal awareness, limited facilities and infrastructure, and external
interventions. The study concludes that the obligation of the Village Head to resolve
disputes is not only a legal mandate but also a real necessity for the village
community. To enhance the effectiveness of dispute resolution, it is necessary to
improve the capacity of the Village Head, provide adequate facilities, and increase
legal awareness through community outreach.

Keywords: Village Head, Dispute, Conflict Resolution, Village Law.
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